PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 57 TAHUN 2015

PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA
D1 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 04 Tahun
2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Presiden Momor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Kepala LKPP
Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa melalui E-Purhasing, maka petunjux teknis
pengadaan barang/jasa di  lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bekasi yang semula di tetapkan melalui
Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2014 perlu aitinjau

dan disesuaikan kembali:
b. bahwa atas dasar pertimbangan sebz~~'mana dimaksud

pada huruf a diatas, Petunjuk Teknis Pengadaan Barang
dan Jasa tersebut perlu ditetapkan kembali dengan
Peraturan Bupati Bekasl,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa HBarat (Berita Negara Tahun
1950);



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3B17);

Undang-Undang MNomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan MNegara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepolisme {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesla
Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2014 Momor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Momor &4, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 3957)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Momor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nemor 95);

Peraturan Pemerintah Nomer 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

[
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10.

11.
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13.
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15.

Perzturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaga Megara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor B2, Tambahan Lembaga Negara
Republik Indoresia Momor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 !entang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
beberapa kali divbah, terakhir dengan Peraturan Presiden
Republlk Indonesia Momor 04 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan  Barang/Jasa
Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang
Perubahan Ketiga Peraturan Presiden no. 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Instruksi Presiden Momor 01 Tahun 2015 tentang
Percepatan  Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/lasa
Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomuw 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri MNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengeioiaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Be: ta
Negara Republiik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 99 Tahun 2014
tentang Pedcman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi dan Kabupaten/Kota;
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s i gt

18.

19.

20.

21,

22.

23.

24,

25.

Peraturan Menteri Pekerfaan Umum Republik Indonesia
Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubshan Ketiga
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Momor
07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Kensultansi;

Peraturan Kepala LKPP Nomor 05 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Perka LKPP Nomor 5 Tahun 2012
tentang Unit Layanan Pengadaan,;

Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Pengumuman Rencana Umum Pengadaan;

Peraturan Kepala LKPP Nomor 15 T=hun 2012 tentang
Standar dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Kepala LKPP Nomor 01 Tahun 2015 tentang
E-Tendering;

Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2015 tentang
E-Purchasing;

Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tenti ng
daftar hitam dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun
2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014
Nomor 8);

Peraturan Bupati Bekasi Nomor 43 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Unit Pelayanan Teknis Dinas Layanan
Pengadaan Barang/lasa Secara Elektronik pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupat-n Bekasi (Berita
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 43);

Peraturan Bupati Bekasi Nomor 29 Tahun 2013 tentana
Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/lasa Pemerintah
Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi
Tahun 2013 Nomor 29).
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MEMUTUSKARN

Menctapkan - PERATURAM BUPATI TENTANG PE.JNJUK TEKNIS

PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASIL.

BAB I
KETENTUAN UIMUM
Fasal 1

Cailam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

=
1

o

LA

semerintzh Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasl,
kepala Daerah adalah Bupati Bekasi.

&nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBOD
Sdalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan dit=tapkan
dengan Peraturan Daerah.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Unit
Kerja yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Kepala Organisasi Perangiat Dasrah yang selanjutnya disebut Kepala OPD
sdalah Pimpinan Unit Kerja yang berada di Lingkungan Pemerintah
kabupaten Bekasi dan bertanggungjawab kepada Bupati Bekasi.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat Pemegang
Kewenangan penggunaan anggaran OPD.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabak
yang diusulkan ocleh pa dan ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk
menggunakan APBD dan/atau APBN.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat
yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit
organisasi pemerintah yang berfungs! melaksanakan pengadaan barang/jasa
di OPD vang bersifat permanen dan melekat pada unit kerfa Sekretarial
Daerah, Bagian Administrasi Pembangunan.



10. Pejehat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian
pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
Peiabat/Panitia Peperima Hasil Pekerfaan yang selanjutnya disebut PPHP
Sdalah pejabat/panitia pengadaan yang ditetapkan oleh PAJKPA Yyang
hertugas memeriksa dan mensnma hasil pekerjaan.

i
Bt
#

12 pPenyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang
menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.

\3 Tandatangan Elekironik adalah tandatangan yang terdirl atas informasi
siektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi
slektronik lainnva yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

14 User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas dirl dar
pengauna yang digunakan untuk beroperasi didalam aplikasi SPSE.

5. password adalah kumpulan karakter atau String yang digunakan oleh
sengguna untuk menverifikasl user 1D kepada aplikasi SPSE.

BAE 1T
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Maksud dan Tufuan
Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adafah untuk mengatur prosedur
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Bekas;

(23 Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupat ini adalah sebagai acuan bagi OPD di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi khususnya bagi PAJKPA, PPK dan
ULP/Pejabat Pengadaan/Pejabat/PPHP sera pihak lain yang teribat dalam
melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkup OPD masing-masing.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 3

Hal-hal yang termasuk dalam lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :
a. (Organisasi Pengadaan

b. Tugas dan Kewenangan

c. Perencanaan Pengadaan




2 Pelaisanaan Pengadaan
e Pertanggungjawaban dan Pelaporan

BAB III
PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
gagian Kesatu
Organisasi Pengadaan
Pasal 4

{1) Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan melalu Penyedia
Barang/Jasa terdin atas:

EAJEPA ;

PP ;

ULP/ Pejzbat Pengadaan ; dan

Panitia /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

£2) Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan melalul Swakelola
terdini atas.

a PAJKPA;

b PPX ;

¢ 4P | Pojabat Pengadaan/Tim Pengadaan ; dan
2 Panitia /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

(3} Pengangkatan dan pemberhentian Pesabat sebagaimana disebut pada ayat
(1) dan ayat (2) tidak terikat tahun anggaran.

(4} Para pihak dapat dibantu oleh tim pendukung yang diperlukan untuk
pelsksanaan Pengadaan Barang/lasa. Tim pendukung adalah tim yang
ghentuk oleh  PAKPA  uniuk  membantu pelaksanaan Pengadaan
earara/Jasa, antara lain terdiri atas Tim Teknis, Direksi Lapangan, konsultan
pengawas, tim Pelaksana Swakelola, dan lain-lain.

15) PPx dapat meminta kepada PA untuk menugaskan Pejabat PElaksana Teknis
¥egiatan {PPTK) dalam rangka membantu tugas PPK.

a.
b
<
R




Bagian Kedua
Pengguna Anggaran (PA} [ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Dan Pejabat Pembuat Komitmen (FPK)
Pasal 5

(1) PA/KPA sehagaimana dimaksud Pasal 4 ditetapkan oleh B, ati.
12) PP¥ sebzgaimana dimaksud Pasal 4 ditetapkan oleh PA/KPA.

{3) Dalam hal tidak ada personil yang memenuhl persyaratan untuk ditunjuk
s=hagal PPK, maka PA/KPA bertindak sebagai PPK.

Bagian Ketiga
ULP/Pejabat Pongadaan
Pasal &
1) ULP adalah Unit Layanan Pengadaan yang dibentuk oleh Bupati untuk
melaksakan proses Pengadaan Barangflasa di lingkungan Pemerintah
¥abupaten Bekasi.

(2) Pejabat Pengadaan ditetapkan oleh PAJKPA untuk melaksanakan proses
Pengadaan Barang/Jasa di Lingkup Unit Kerja PA/KPA.

Bagian Keempat
Panitia/Pejabat Hasil Pekerjaan
Pasal 7

(1) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah panitia/pejabat yang
ditetapkan oleh PA/KPA untuk memeriksa dan menerima hasll pekerjaan pada
proses Pengadaan Barang/Jasa di Lingkup Unit Kerja PA/KPA.

(2} Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerfaan (PPHP) dalam bentuk panitia
berjumiah gasal.

(3) Pejabat Penerima Hasil Pekeriaan ditetzpkan 1 (satu) orang.



BAE IV
TUGAS DAN KEWENANGAN
Bagian Kesatu
Tugas dan Kewenangan Pengguna Anggaran (PA)
Pasal 8

(1) Meanetapkan Rencana Umum Pengadaan;

(2] Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di
website  Kabupaten Bekasi, LPSE Kabupaten Bekasl dan Panan
Pengumuman Resmi;

(3} Menetapkan Pejabat Pernbuat Komitmen (PPK);

(4) Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;

(5] Menetapkan Panitia/Pelabat Penerima Hasil Pekerjaan;

{6) Menetapkan Tim Pendukung;

(7) Menetapkan Pemenang untuk lelang di atas Rp. 100.000.000.000,00
{seratus milyar ruplah) atau Seleksi di atas Rp. 10.000.000.000,00(sepuluh
milyar rupiah);

(8) Mangawasl Pelaksanaan Anggaran sesuai DPA;

(@) Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan dan laporan lainmya
sesual dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

(10} Manyelesaikan perselisihan antara para pihak dalam organisasi pengadaan,
dalam ha! terjadi perbedaan pendapat;

{11) Mengawasi Penyimpanan dan Pemeliharaan seluruh dokumen Pengadaan
Barang/Jasa dan menerima hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa
dilamplri dokumen laporan dalam bentuk hardcopy dan softcopy;

[12) Melaporkan hasil pekerjaan dalam bentuk softcopy dan hardcopy kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah cq. Bagien Administrasi Pembangunan;

(13) Menetapkan Tim Teknis dan Tim JurifTim ARl untuk Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa apabila diperiukan;

(14) Memimpin Pelaksanaan seluruh rencana kerja yang telah ditetapkan dan
dituangkan dalam DPA;

(15) Menandatangani Surat Keputusan/Surat Perintah Kerja/Kontrak (dalam hal
PA merangkap sebagal Pejabat Pembuat Komitmen). Dalam hal PA tidak
merangkap sebagal Pejabat Pembuat Komitmen, penandatanganan Surat
Keputusan/Surat Perintah Kerja/Kontrak dilakukan oleh Pejabat Pembuat
Komitmen.



Bagian Kedua
Tugas dan Wewenzang KPA
Pasal 9

1) KPA memilikl kewenangan sesual pelimpahan kewenangan oleh PA;
(2] Pelimpahan kewenangan dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan,
(3) Kewenangan yang tidak bisa dilimpahkan PA kepada KPA adalah :

= Mengawasi pelaksanaan anggaran,

5. Menetapkan pemenang untuk lelang di atas Rp. 100.000.000.000,00
(seratus milyar rupiah) atau eolaky di atas Rp. 10.000.000.000,00
(sepuluh milyar rupiah);

c. Dalam hal KPA bertindak sebagai PPK atau Kepala ULP, kewenangan
vang tidak bisa dilimpahkan adalah :

1. Menyelesalkan perselisihan antara PPK dengan Pokja ULF/Pejabat
Pengadaan atau PPHFP;

2. Memberikan sanksi pencantuman daftar hitam;
Menyatakan peleiangan gagal;
Menyetujui metode penunjukan [Rngsung dalarn hal tindak lanjut
pelelangan/seleksi gagal.

Bagian Ketiga
Tugas dan Kewenangan FPK
Pasal 10

'1y Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang rmelipuld:
Spesifikasi teknis Barang/Jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan
Rzncangan kontrak;

(7) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

(3] Menandatangani Kentrak/Surat Perintah Kerja;

(4) Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;

{5} Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;

(6) Melaporkan pelaksanaan/penyelesalan Pengadaan Barang/Jasa kepada
PASKPA;

(7) Menyerahkan hasil pekerjsan pengadaan Barang/Jasa kepada PAJKPA
dengan Berita Acara Penyerahan;

(4) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan
nambatzn pelaksanaan pekerjaan kepada PAJKPA setiap triwulan;

2L




(9] Menyimpan dan menfaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa;

(10} Mengusulkan kepada PA/KPA mengenai perubahan paket pekerjaan,
dan/atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan apabila diperiukan;

(11) Dalam pelaksanaan tugasnya PPK dapat dibantu oleh tim pendukung yang
diperlukan untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Tim pendukung
antara lain terdiri atas Panitla Peneliti Kontrak, Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK), Direksi Lapangan, konsultan pengawas, tim Pelaksara
Swakelola, dan lain-lain apabila diperiukan;

[12) Menetapkan Tim atau tenaga ahli pember penjelasan teknis untuk
membantu pelaksanaan tugas ULP apabila diperiukan; f

113) Menetapkan besaran uvang muka apabila penyedia barangfjass meminta
uang muka sesual ketentuan yang berlaky;

114) Menandatangani pakta integritas;

(15) Menyusun Draft Koentrak untuk kegiatan yang tercantum dalam DPA dan
dokumen pendukungnya maupun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan
secara swakeiola;

[16) Menyutujui dan menandatangani bulkti pembellan atau menandatangani
kuitansifsurat perintah kerja (SPK) dan surat perfanjian baik vang dilakukan
secara kontraktual maupun secara swakelola;

(17} Menandatangani bukti-bukti dokumen pengeluaran anggaran OPD, balk
vang dilakukan secara kontraktual maupun secara swakelola;

{18) Menanda tanganl Surat Pesanan untuk E- Purchasing.

Baglan Keempat
Tugas dén Kewenangan Unit Layanan Pengadaan (ULF)
dan Pejabat Pengadaan
Pasal 11

{1} Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

(2] Menetapkan Dokumen Pengadaan;

(3) Dapat menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran bila diperiukan;

(4) Melaksanakan proses pengadaan melalui E-Katalog dengan E-Purchasing

(3) Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

{6) Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalul prakualifikasi atau
nascakualifikasi;




(7) Melakukan evaluasi administrasl, teknis dan harga terhadap penawaran
yang masik;

{8) Khusus untuk ULP :

) Melaksanakan E-Lelang Cepat dan E-Seleks| Cepat;
b} Menjawab sangganan;
o) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
1} Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan
Sarang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi
Rp 100.000.000.000,00 (seratus millar rupiah);atau
7) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadazn Jlasa
Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000,000.000,00
{sepulub miliar rupiah);
4 Menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada
PPE
2} Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
f) Menyampaikan laporan mengenai proses pengada=n kepada Kepala
ULP.

%) Selain tugas pokok dan kewewenangan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal

diperiukan ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK:
a. perubahan HPS; dan/atau
5. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

(10) Anggota UIP/Pejabat Pengadaan berasal dari pegawal negeri di lingkungan
pemerintah Kabupaten Bekasi;

{11) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (10), anggota ULP/Pejabat
Pengadaan pada instansi lain Pengguna APED selain Pemerintah Kabupaten
Sekasi atau Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, dapat berasal dari
oukan pegawal negeri;

(12} Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus danfatau memeriukan
keahlian khusus, ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan tenaga ahli
vang berasal dari pegawai neqgeri atau swasta.

{13) Khusus untuk Pejabat Pengadaan :

a) Melaksanakan Pengadaan langsung dan Penujukan Langsung sampai
dengan nilal Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);
b) Melaksanakan proses E-Purhasing.

e




Baglan Kelima
Tugas dan Kewenangan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
Pasal 12

‘1) Melakukan pemeriksaan setiap tahapan hasil pekerjaan Pengadaan
Barana/lasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum di...n Kontrak;

(2} Menerima hasil Pengadaan Barang Jasa setelah melalui pemeriksian/
pengujian;

3} Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasll Pekerjaan;

(4) Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis khusus,
dapat dibentuk tim/tenaga ahll untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia
Penerima Hasil Pekerjaan.

BAB V
PERENCANAAN FENGADAAN BARANG/JASA
Bagian Kesatu
Perencanazn Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 13

Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa adalah proses perumusan kegiatan yang
meliputi prosedur sebagal berikut:

(1) Penyusunan Rencana LUmum Pengadaan Barang/Jasa (RUP);

() Persiapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

(3) Persiapan pelaksanaan pemilihan pengadaan barang/jasa.

Bagian Kedua
Penyusunan Rencana Umum Pengadaan
Pasal 14

(1) PAJKPA menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sesual
kebutuhan OPD masing-masing untuk tahun anggaran berikutnya atau tahun
anggaran yang akan datang, dan rencana umum pengadaan ini diselesaikan
pada tahun anggaran yang berjalan.

(2) Hasil penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana
dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) akan menjadi bagian dar! RKA-SKPD untuk
pembahasan di DPRD.

B



3}

¥egistan penyusunan rencana pengadaan meliputit

a. identifikasi dan analisis kebutuhan;

b, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran,
= penetapan kebljakan umum; dan

4. penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

14y Kegiatan identifikasi dan analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (3)

(5)

(&)

(7

suruf (a3) dl atas ada'ah PA/KPA mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa
vang diparfukan untuk instansinya sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RXPD). Dalam mengidentifikasl kebutuhan barangfjasa, PA terlebih dahuiu
menelash kelayakan barang/jasa yang telah ada/dimiliki/dikuasai, atau
wayat kebutuhan barang/jasa dari kegiatan yang sama, atuk memperoleh
kebutuhan nil.

Kegiatan penyusunan dan penstapan rencana penganggaran sebagaimana
dimaksud ayat (3) huruf (b) di atas adalah PAJ/KPA menyusun dan
menetapkan rencana penganggaran pengadaan barangfjasa, terdiri atas:
hiaya barang/jasa itu sendiri, biaya pendukung dan biaya administrasi yang
diperiukan untuk proses pengadaan, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, dapat mencakup: honorarium, biaya penggandaan dokumen
pengadaan, biaya survey, biaya pemasangan, biaya pengangkutan, biaya
pelgtinan dan lain-lain.
Kegiatan penetapan kebljakan umum sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf
(c) di atas adalah PA/KPA menyusun dan menetapkan Kebijakan Umum
meliputi: pemaketan  pekerfaan, care  pengadaan  barang/jasa,
pengorganisasian pengadaan barang/jasa, dan penggunaan produksi daiam
negean.
Kegiatan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagaimana dimaksud
ayat (3) huruf (d) di atas adalah PA/KPA menyusun KAK yang mendukung
pelaksanaan kegiatan/pekerjaan yang paling kurang memuat:
a. uralan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputl latar belakang, maksud,
dan tujuan, lokasi kegiatan, sumber pendanaan, serta jumlah tenaga yang
diperiukan;



{1}

(2

(4)

{5)

(&)

0. wakiu yang diperfukan dalam melsksanakan keglatan/pekeriaan tersebut
mulal dari pengumuman, rencana pengadaan sampai d~="an penyerahan
barang/jass;

©. spesifikasi teknis barang/{asa yang akan diadakan; dan

<. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan termasuk kewaijiban pajak yang
harus dibebankan pada kegiatan tersebut

Bagian Ketiga
Pengumurnan Rencana Umum Pengadaan
Pasal 15

PA/KPA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/lasa secara
terbuka kepada masyarakat luas, setelah rancangan peraturan daerah
tentang APBD yang merupzkan rencana keuangan tahunan Pemerintah
Daerch disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD;

PA/KPA sebagaimana dimaksuwd pada ayat (1) mengumumkan kembali
Rencana Umum Pengadaan, apabila tercapat perubahan/penambahan DPA;
Isi Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/lasa OPD sesuai
dengan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP);
Pengumuman Rencana Umum Pengadaan dilakukan dalam website
Pamerintzh Kabupaten Bekasi dan papan pengumuman resmi  untuk
masvarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE;

OPD dapat mengumumkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa
vang kontraknya akan dilaksanakan pada tahun anggararan berikutnya atau
tahun anggaran yang akan dating;

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan sebelum Rencana
Umum Pengadaan diumumkan untuk pekerjaan yang tidak dapat ditunda di
awal tahun anggaran atau pekerjaan rutin vang harus dilaksanakan diawal
tahun.
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Bagian ¥eempat
Kaji Ulang Rencana Umum Pengadaan
Pasal 16

(1} PA/KPA menyerahkan Rencana Umum Pengadaan sebagaimana dimaksud
nada pasal 15 ayat (1) kepada PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan yang terdirl
dari: |
a. kebijakan umum pengjadaan yang meliputi:

1) pemaketan pekerjaan;

27 cara pelaksanaan Pengadaan;

3) pengorganisasian pengadaan; dan

4) penetapan penggunaan produk dalam negeri;

k. rencana penganggaran biaya pengadaan serta biaya pendukungnya;

c. Kerangka Acuan Kerja (KAK).

() Pengkajian ulang Rencana Umum Pengadaan dapal dilakukan melalui rapat
koordinasi dengan ketentuan PPK mengundang ULP/Pejabat Pengadaan dan
Tim Teknis untuk membahas Rencana Umum Pengadaan;

(1) Pembahasan Rencana Umum Pengadaan meliputi:

a. Penghkajian Ulang kebliakan Umum Pengadaan. PPK dan ULP/Pejebat
Pengadaan hanya melakukan pengkajlan ulang terhadap pemaketan
pekerjaan;

b, Pengkajian Ulang Rencana Penganggaran Biaya Pengadaan. PPK dan
ULP/Pejabat  Pengadaan melakukan pengkajian ulang rencana
penganggaran biaya pengadaan yaitu biaya paket pekerjaan dan biaya
pendukung pelaksanaan pengadaan;

¢, Pengkajian ﬂhng KAK. PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan mengkajl ulang
KAK yang sudah ditetapkan oleh PAJKPA.

/4) Rapat koordinasi yang dituangkan dalam Berita Acara, dengan ketentuan :

a. Apabila PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan sepakat untuk mengubah
Rencana Umum Pengadaan, perubahan tersebut diusulkan oleh FPK
kepada PA/KPA untuk ditetapkan kembali;

b. Apabila terdapat perbedaan pendapat antara PPK dengan ULP/Pejabal
Pengadsan terkeit Rencana Umum Pengadsan maka PPK mengajukan
permasalahan ini kepada PA/KPA untuk diputuskan; dan

c. Putusan PAJKPA bersifat final.
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Bagian Kelima
Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 17

(1), Persiapan pelaksanaan pengadaan harang/jasa sebagaimana dimaksud pada
Pasal 13 ayat (2) merupakan proses perumusan kegiatan yang dimulal dari
nenverahan Dokurmen Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa oleh PA/KPA
kepada PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan sampai dengan ditetapkannya
Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;

(7). Persiapan  Pelaksanaan  Pengadaan BarangfJasa dapat  dibecakan
berdasarkan cara pelaksanaan pengadaan Barang/fjasa, yaitu:

2. Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola;
b. Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.

Bagian Keenam
Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola
Pasal 18

(1) Pelaksanaan Pengadaan Swakelola terdiri atas :

a.
b.

-

Pelaksanaan swakelola oleh OPD Penanggungjawab Anggaran;
Polaksanaan Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain  Pelaksana
Swakelola;

pelaksanaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.

(2] Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Swakelola sebagaimana dimaksud ayat
(1) huruf (2) adalah sebagal berikut :

.

OPD menyusun daftar kebutuhan dan kegiatan yang akan dilaksanakan
dengan cara Swakelola;
Pembentukan Tim Swakelola, dengan ketentuan Tim Swakelola dapat
terdiri dari Tim Perencana, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas. Tim
tersebut diangkat oleh PA/KPA/PPK sesual dengan struktur organisasi
Swakelola;
Perryusunan Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan. Tim Perencand
membuat jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kebutuhan
waktu pelaksanaan pekeriaan dalam KAK;
Penyusunan Rincdan Biaya Pekerjaan;
Penyusunan Gambar Rencana Kerja dan Spesifikasi Teknis (bila
diperiukan);
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f.

Penyunan Rencana Pengadaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja.

(3) Persigpan Pelaksanaan Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain Pelaksana
Swakelola sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf {b) adalah sebagai berikut:

d.

OPD menyusun daftar kebutuhan dan kegiatan yang akan dilaksanakan
dengan cara Swakelola;

PA/KPA menawarkan secara tertulis kegiatan Swakelola kepada instansi
nemerintah lain yang diyaikini mampu, dengan melampirkan KAK, jadwal
pelaksanaan dan rincian anggaran biaya;

Penyampaian KAK dan RAB dimaksud dapat dilakukan sebelum tahun
anggaran dimulal jika RAB dimaksud akan dituangkan ke dalam dokumen
anggaran;

Instansi pemerintah lain tersebut mempelajari KAK, jadwal pelaksanaan
dan rincian anggaran biaya;

Apabila PA/KPA dan pihak instansi pemerintah lain tersebut sepakat,
dapat dibuat naskah kerja sama atau Nota Kesepahaman mengenal
pelaksanaan pekerjaan Swakelola;

PPK mengadakan Kontrak dengan Peisksana Swakelola pada Instansi
Pemerintah lain Pelaksana Swakelola, berdasarkan Nota Kesepahaman;

. Kontrak Swakeloia paling kurang berisi:

1) Para pihak;

2} Pokok pekeriaan yang diswakelolakan;
3} Nilai pekerjaan yang diswakelolakan,
4} Jangka waktu pelaksanaan; dan

5} Hak dan kewajiban para pihak.

. Pembentukan Tim Swakelola dengan ketentuan Tim Swakeiola dapat

terdiri dari Tim Perencana, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas;
Penyusunan Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan. Tim Perencana
membuat jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kebutuhan
waktu pelaksanaan pekerjaan dalam KAK;

Penyusunan Rincian Biaya Pekerjaan;

. Penyusunan Gambar Rencana Kerja dan OSpesifikasi Teknis (bila

diperiukan);
Penyusunan Rencana Pengadaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja.
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(4) Permizpan Pelgksanaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana
Swakelola sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (C) adalah sebagai berikut:

L

8

OPD menyusun kegiatan dan sasaran yang skan dilaksanakan dengan
cara Swakelols, berdasarkan hasii evaluasi atas usulan dari Kelompok
Masyarakat;

pengadaan barang/jass hanya diberikan kepada Kelompok Masyarakat
vang mampu melaksanakan pekerjaan secara teknis;

PA/KPA bertanggung jawab terhadap penetapan Kelompok Masyarakat,
termasuk sasaran, tujuan dan besaran anggaran Swakelols;

pengadaan pekerjaan konstruksi hanya dapat berbentuk rehabilitasi
sederhana  dan  renovasi  sederhana, antara fain: pengecatan,
pembuatan/pengerasan jalan lingkungan;

¥onstruksl bangunan baru yang tidak sedeshana, dibangun cleh OPD
untuk selanjutnya diserabkan kepada kelompok masyarakat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. Definisi konstruksi sederhana
mengacu kepada peraturan perundang-undangan di bidang konstruksi;
PP membuat Konirak pelaksanzan pengadaan Swakelola dengan
penangouna jawab Kelompok Masyarakat;

pembentukan Tim Swakelola;

Penyusunan Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan. Tim Perencana
membuat jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kebutuhan
waktu pelaksanaan pekerjaan dalam KAK;

Penyusunan Rincian Biaya Pekerjaan;

Penyusunan Gamber Rencana Kerja dan Spesifikasi Teknis;

e Penyunan Rencana Pengadaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja.

Bagian Ketujuh

Peryusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/lasa

Melalui Penyedia
Pasal 19

PPY. menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan sesual dengan hasil kajian
Bencana Umum Pengadaan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayet (2) yang
mekiputi:

1. Spesifikasi Teknis;

2 Harga Perkiraen Sendiri (HPS);

i Rancangan Kontrak.
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Bagian Kedelapan
Penyusunan dan Penetapan Spesifikasi Te) 3
Pasal 20

(1) Dalam proses penyusunan rencana umum Pengadaan Barangflasa, PA
menyusun dan menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang di dalamnya
kehutuhan Spesifikasi Barang/)asa yang akan diadakan, yang selanjutnya
menjadi dasar bagi PPK untuk menjabarkan menjadi Spesifikasi Teknis
Rencana Pelaksanaan Pengadaan, ;

(2) Ketentuan Umum Penyusunan Spesifikasi Teknis sebagaimana dimaksud
pada Pasal 19 angka 1 adalah sebagal berikut :

a:

Spesifikasi teknis adalah persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh
penyedia  barang/jasa dan/atau  pelaksana swakelola, dalam
melaksanakan pengadaan barang/jasa, yang meliputh: barang, pekerjaan
konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya;

Dalam menyusun dan menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa, dilarang
mencantumkan kriteria tertentu yang bersifat diskriminatif, sehingga
dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat di antara penyedia
barang/jasa dalam proses pemilihan Penyedia Baranc/1asa;

PPK menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa, dengan melakukan kaji
uiang terhadap spesifikasi teknis yang telah ditetapkan oleh PA, dan lebih
memering dan menyesuaikannya dengan persyaratan/ketentuan barang/
jasa yang diperlukan/yang akan diadakan, serta pertimbangan terhadap
kondisi nyata di lapangan;

Apabila diperiukan, PPK dapat mengusulkan perubahan spesifikasi teknis
barangfjasa yang akan diadakan/dilaksanakan kepada PA  untuk

ditetapkan.
Bagian Kesembilan
Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
Pasal 21

(1) HPS sehagaimana Pasal 19 angkea 2 merupakan total harga yang

diperkirakan cukup untuk membiayai pekerjaan yang akan dilaksanakan
dalam pengadaan barang/jasa, dan ditetaokan oleh PPK, kecuali untuk




(2)

3)
(4)

(&)

33

Kontes/Sayembara dan Pengadaan langsung yang menggunakan bukfi

pemibelian;

Pokja ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilal total HPS bLerdasarkan

HPS yang ditetapkan oleh PPK;

nilai total HPS bersifat rerbuka dan tidak rahasia;

Milai total HPS sehagaimana tersebut di atas adalah hasil perhitungan

saluruh volume pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan ditambah dengan

seluruh beban pajak dan keuntungan;

HPS ditetapkan paling lama 28 (dua puluh delapan) “-ri kerja sebelum

batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan

pascakualifikasi, atau paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja
sebelurn batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu
lamanya proses prakualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi;

Dalam proses pemilihan penyedia barangfjasa, ULP/Pejabat Pengadaan

menggunakan HPS sebagai:

a. Alat untuk menilal kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya;

5. Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk
Pengadaan Barang/Pekerjaan KonstruksifJasa Lainnya dan Pengadaan
Jasa Konsultansi yang menggunakan metode evaluasi Pagu Anggaran;

c. Dasar untuk menetapkan besaran nilal Jaminan Pelaksanazn bagl
penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh
perseratus) nilai total HPS.

HPS bukan sebagal dasar untuk menentukan besaran kerugian Negars;

Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yeng

dipergleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya pengadaan,

dengan mempérﬁmhangkan informasi yang meliputi:

a. Informasi biaya sstuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan
Pusat Statistik (BPS);

b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi
terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

c. Daftar biaya/tarif barang/jasa yany dikeluarkan cleh pabrikan/distributor
tunggal;

4. Blava kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan  dengan
mempertimbangkan faktor perubahan blaya;

2 Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah
Bank Indonesia;
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f. Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, balk yang 'dilakukan dengan
instansi lain maupun pihak lain;
g. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana
( engineer’s estimate);
h. Morma indeks; dan/atau
|, Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
19) HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead
yang dianggap wajar;
(10) Komponen hiaya dalam penyusunan HPS
4 HPS untuk Pengadaan Barang yang terdii darl beberapa unsur/

komponen blaya, meliputi:

1.
2.

Biaya untuk barang yang akan diadakan;
Biaya untuk pemasangan (termasuk untuk komponen peralatan yang
digunakan),

. Biaya untuk transportzsi, termasuk untuk transportasi lokal dan

pemindahan barang (apabila diperlukan);

Biaya untuk asuransi barang dan tenaga kerja yang diperiukan;

Biaya untuk pelatihan cara pengoperasian/penggunaan dan cara
pemeliharaan (apabila diperiukan);

Biaya untuk pajak yang wajib dibayar/yang menjadi tanggungannya
{PPn).

b, HPS untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksl yang terdiri dari beberapa
unsur/komponen biaya, meliputi:

1.

Biaya untuk pekerjaan persiapan, yang melfiputi:

a) Mobilisasi peralatan/tenaga kerja;

b) Pemasangan papan nama proyek;

¢} Pengadaan gudang bahan/barak kerja;

d) Pembersihan lapangan yang bersifat ringan (clean upj;

e) Penyiapan akses jalan menuju lokasi pekerjaan  (apabila
diperiukan).

Biaya untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi, yang meliputi:

a) Biaya untuk melaksanakan pekerjaan  konstruksi, dihitung
berdasarkan volume/jumiah seluruh item pekerjaan yang akan
dilaksanakan termasuk untuk pembersihan lapangan//and dleaning
{apabila diperlukan) dan harga satuan pekerjaan untuk masing-
masing item pekerjaan;
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b) Blaya untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sudah termasuk
untuk penerapan manajemen K3 Konstruksi dan biaya untuk
pemeliharaan pekerjaan konstruksi sampal dengan dilakukan
serah terima akhir pekerjaan (FAinal HandOver/FHO).

-, HPS untuk Pengadaan Jasa Konsultansl yang terdii dari beberapa

unsur/komponen biaya, meliputi:

: 8

P

Biaya langsung personil (remunerasi)

a) Blaya untuk pengadaan tenaga ahll (professional staff}, asisten
tenaga ahlt (sub professional staff) dan tenaga pendukung
( supporting starr);

b) Biaya langsung personil dihitung berdasarkan jumiah orang bulan
{man-montfh dari masing-masing tenaga ahli, asisten tenaga ahli,
dan tenaga pendukung yany diperiukan;

¢) Harga satuan untuk biaya tenaga ahli, asisten tenaga ahii
ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan dan lamanya
pengalaman sesuai bidarg keahlian masing-masing tenaga ahli,
dan mengikuti harga pasar.

Biaya langsung non personil

a) Blaya langsung non personil, merupakan biaya untuk kebutuhan
perjalanan dinas, biaya untuk sewa kendaraan, sewa kantor,
penggandaan dokumen, biaya pengiriman dokumen, biaya untuk
komunikasi;

b} Biaya langsung non personil  dinftung v.rdasarkan  hasi
identifikasi terhadap kebutuhan barang/jasa, yang merupakan
kebutuhan peralatan dan bahan yang diperlukan untuk
meﬂﬁu[-:ung pelaksanaan pekerjaan layanan jasa konsultansi
seperti yang tercantum dalam KAK, termasuk untuk kegiatan dan
kebutuhan bahan serta peralatan yang bersifat /umpsum dan/
awau 2t cost.

d. HPS untuk Pengadaan Jasa Lainnya, meliputi :

1.

Komponen biaya untuk pengadaan jasa lainnya, meliputi:

a) Biaya pengadaan bahan/material yang diperlukan, bermasuk
untuk peralatan bantu kerja;

b) Biaya pengadaan tenagafupah kerja termasuk untuk tenaga
terampil yang diperiukan;
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L. Prestasi  kerja/target pekerjaan vang harus  dilaksanakan/

diselesalkan, dapat dihitung atas dasar sebagai berikut:
a) Jumiah persatuan luas (mz) untuk ruangan kantor/ bangunan

yang harus diselesaikan dalam seharl selama 1 (satu) tahun
anggaran atau 12 (dua belas) bulan, dengan kriteria/ persyaratan
teknis yang ditetapkan. Sebagai contoh : pekerjaan layanan
pembersihan ruang kantor (cleaning service);

b) Layanan untuk kebutuhan 1 (satu) orang per-hari, untuk

sejumiah orang yang harus dipenuhi/dilayani, selama 1 (satu)
tahun anggaran atau 12 (dua belas) bulan, dengan kriteria/
persyaratan teknis yang ditetapkan, Sebagai contoh: pekerjaan
layanan pengadaan makanan (jasa boga) untuk kebutuhan rumah
sakit pemerintah.

Bagian Kesepuluh
Rancangan Kontrak
Pasal 22

1) PPK sesuai kewenangannya, menetapkan jenis Kontrak Pengadaan Barang/
Jasa, yang terdiri dari:
3. Kontrak berdasarkan cara pembayaran, sebagal berikut:

Kontrak Lumpsum;

Kontrak harga satuan;

Kontrak gabungan dan harga satuan;
Konirak persentase; dan

. Kontrak terima jadi { TLrmkey).

I

b, Kontrak berdasarkan pembebanan tahun anggaran, yang terdi dari:

1. Kontrak tahun tunggal;
2. Kontrak tahun jamak.

€. kontrak berdasarkan sumber pembiayaan, meliputi:

1. kontrak pembiayaan tunggal;
2. Kontrak pembiayaan bersama;
3. Kontrak payung.

C. Kontrak berdasarkan jenis pekeriaan, meliputi:

1. Kontrak pekerjaan tunggal;
2. Kontrak pekerjaan terintegrasl.
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(2) Buidl perjanjian pengadaan terdin dan:

1.

Bukti pembayaran dapat digunakan untuk ;"—j_a-::laan langsung
Barang/Jasa lainnya yang nilainya sampai dengan Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah);

Wultans: dapat digunakan untuk pengadaan langsung Barang/Pekerjaan
Korstruksi / Jasa lainnya dengan nilal sampai dengan. Rp. 50.000.000,-

(Ema puluh juta rupiah);

3. Surat Perintah Keria (SPK) dapat digunakan untuk Pengadaan Langsung

Barzng/Pekerjaan Konstruksiflasa Lainnya dengan nilai sampai dengan
Bp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi sampai
dengan Rp, 50.000.000,- (lima puluh juta ruplah);

Surat Perjanjian digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan
¥onstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,- {dua ratus
juta rupiah), dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai di alas Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Surat Pesanan di pergunakan untuk pengadaan barang/jasa melalui
melalui E-Purchasing dan pembelian secara online.

{3) Penetapan jenis kontrak berdasarkan kriteria pengadaan dengan
memperhatikan ketentuan jenis kontrak dalam Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/lasa Pemeriniah beserta

serubahannya.
Bagian Kesebelas
Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Pasal 23

{1) Persiapan Paa:qsanaan Pemilihan penyedia Barang/Jasa, sebagaimana

dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) meliputi:

me A0 o

Matode pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

Metode penyampaian penawaran Penyedia Barang/Jasa;

Metode evaluasi peniawaran Penyedia Barang/lasa;

Metode penilaian kualifikasi Penyedia Barang/Jasa;

Penyusunan jadwal pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
Penyusunan dokumen pengadaan Barang/Jasa.
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serdasarkan kriteria pengadaan dengan memperhatikan ketentuan metode
dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintan beserta perubahannya;

(3) Proses pemilinan penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah ditakukan
sscara elekironik. Pengadasn barang/jasa secara elektronik  dilakukan
dengan cara E-Tendering atau E-Purchasing;

{4) OPD mempergunakan Sistem pengadsan Barang/Jasa Pemerintah Secara
Blektronik vang dikembangkan oleh LKP®, Ketentuan ..ih laniut tentang

Pengadaan Barang/Jasa pemerintah secara elektronik mengacy kepada
persturan vang ditetaphkan oleh LKPP.

BAB V1
TATA CARA PERMOHONAN PEMILIHAN PENYEDIA
Pasal 24

(1) PPX mengajukan permehonan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada
|ULP/Pejabat Pengadaan;
(2) Permohanan pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilengkapi denagan : '
3 Surat Permchonan yarg ditandatangani oleh PPE;
& Rercana Pelaksanaan Pengadaan (RPP), yang terdiri dari:
1. Harga Perkiraan sendiri (HPS);
2. Spesifikasi Teknis (serta gambar jika aca);
3. Rancangan Kontrak.
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
4. Rencana Umum Pengadaan {RUP) yang memuat KAK;
= Surat Keputusan Pengangkatan PPK yang ditandatangani oleh PAJKPA.
(3) Prosedur  permohonan  pemilinan  penyedia barang/jasa sebagaiman2
rerlampir di dalam peraturan ini.
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BAB VII
FELAKSANAAN PENGADAAN
Bagian kesatu
Metode Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelcla
Pasal 23

(1) Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya
drencanakan, dikerjakan, danfatau diawasi sendiri oleh OPD sebagai
—enanggungiawab anggaran, Instansi pemerintah lain, dan/atau kelompok
masyerakat;

{7} Pekeriaan yang dapat dilakukan dengan Swakeiola meliputd:

a Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau
remanfastkan kemampuan teknis sumber daya manusia, serta SEsyd
dengan tugas dan fungsi OPD;

b pekerizan yang operasl dan pemeliharaanmya memerlukan partisipasi
langsung masyarakat setempat atau dikelola oleh OPD;

¢ Pekeriaan yang dilthat dar} segi besaran, sifat, lokasl atau pembiayaannya
sidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa;

g Pekerizan yang secara rinci/detzi! tidak dapat dihitung/ditentukan terlebin
aahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan
menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar;

& Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau

nersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum
— sapat dilzksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa;
g Pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah,
pengujian di laboratorium, dan pengembangan system tertentu;
4. Pekeriaan yang bersifat rahasia bagt OPD yang bersangkutan;
|. Pekerjaan Industri Kreatif, inovatif, dan budaya dalam negeri;
i. Penelitian dan pengembangan dalam negeri;dan/atau
k. Pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industry alutsista, dan
industri almatsus dalam negeri.
(3)Prosedur  Swakelola  meliputi  kegiatan  perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungiawaban pekerjaan;



{4) Pengadaan melalui Swakelcia dapat dilakukan oleh:
a. OPD Penanggung Jawab Anggaran;
0. Instansi Pemerintah iain Pelaksana Swakelola :dan/atau
c. Kelompok Masyasrakat Pelaksana Swakelola.
(51 PAKPA menetapkan jenis pekerjaan serta plhak yang akan melaksanakan
Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola.

Bagian Kedua

Metode Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Melalui Penyedia

Pasal 26

1) Kelompok Kerfa ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode
pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan KonstruksifJasa Lainnya;
{2} Pemilihan Penyedia Barang dilakukan dengan:
a. Pelelangan Umum;
0. Pelelangan Terbatas;
¢. Pelelangan Sederhana;
d. Penunjukan Langsung;
&. Pengadaan Langsung; atau
f. Kontes.
(3) Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan:
2. Pelzlangan Umum:
b. Pelelangan Terbatas;
c. Pemilihan Langsung;
d. Penunjukan Langsung; atau
&, Pengadaan Langsung.
(=) Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya dilakukan dengan:
a. Pelelangan Umum;
0. Pelelangan Sederhana;
¢. Penunjukan Langsung;
d. Pengadaan Langsung; atau
2, Sayembara.
(5] Pemilihan Penyedia Jasa Konsultan dilakukan dengan :
a. Seieksi Umum;
b. Seleksi Sederhang;

¢. Pengadaan Langsung;



d. Penunjukan Langsung;
2 Sayembara.
18] Kontes/Savembara dilzkukan khusus untuk pemiliban ;
2 Penyedia Barang/Jasa Lainnya yang merupakan hasil;
5. Industri Kreatif, inovatf, dar budaya dalam negeri.
(7) Pelaksanaan pengadaan secara elektronik menggunakan :
2. E-Tendenng;
b. E-Purchasing; atau
¢ E-lelang/E - Seleksl cepat.

Bagian Ketiga
Pengadaan Langsung
Pasal 27

(1) Pengadaan Langsung pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksif
J=sa Lainnya sebagaimana pasal 26 dapat dilaksanakan untuk pengadaan

yana nilainya sampai dengan Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah);

{2) Penagadaan Langsung pekerjaan Jasa Konsultansi sebagaimana pasal 26 ayat
{5) butir ¢ dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang nilainya sampai dengan
Rp. 50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah);

(2] Proses Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya dilakukan sebagai berikut:
a. Pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk pengadaan yang

menggunakan bukti pembelian atau kuitansi, meliputi antara lain:
1. Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Pejabat Pengadaan untuk
melakukan proses pengadaan langsung;

- 2. Pejabat Pengadaan dapat menugaskan seseorang untuk meiakukan

proses pengadaan langsung untuk barang/jasa lainnya yang harganya

sudah pasti dan tidak bisa dinegosiasi sekurang-kurangnya meliputi:

a) Memesan barang sesuai dengan kebutuhan atau mendatang
langsung ke penyedia barang;

b) Metakukan transaksi sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh
juta rupiah);

¢} Menerima barang;

d) Melakukan pembayaran;

g) Menerima bukti pembelian atau kuitansi;

f) Melaporkan kepada Pejabat Pengadaan.
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3. Pejabat pengadaan tidak dapat memerintahkan ‘sesecrang  dalam
proses pengadaan barangfjasa lainnya yang h==~anya masih dapat
dinegosiasi;

4. Pejabat Pengadaan meneliti dan mempertanggungjawabkan proses

pengacaan langsung;
5. Pejabat Pengadaan menyerahkan buki pembelian atau kuitansi

kepada PPK,

Bagian Keempat
Penunjukan Langsung
Pasal 28

{1)Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerfaan
runstruksi/lasa Lalnnva sebagaimana pasal 26 dilakukan dapat dilakukan
dalam hal:

3. Keadaan tertentu;

0. Pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/ Jasa Lainnya
yang bersifat khusus; dan/atau

. Pengadaan Barang melalu E - Purchasing.

{2) Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang _ (satu) Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/lasa Lainnya yang dinilal mampu melaksanakan
pekerjaan dan/atau memenuhi kualifikasi;

{3} Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosiasi baik teknis maupun harga
sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang beriaku dan
secara teknis dapat digertanggungjawabkan;

(4)Kriteria  keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan
Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksiflasa Lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. Penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan walktu
penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk:
1. Pertahanan negara;
2. Keamanan dan ketertiban masyarakat;
3. Keselamatan/perfindungan masyaraxat yang pelaksanaan
pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera, termasuk:
a) Akibat bencana alam dan/atau bencana non Alam dan/atau
bencana sosial;
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b) Dealam rangkz pencegahan bencana; dan/atau
<) Akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan
kegiatan pelayanan Publik,

b Pekerjaan penyelenggarazn penyiapan konferensi yang mendadak untulk
menindaklanjuti  komitmen Internasicnal dan dihadiri oleh Presiden/
WakilPresiden; .

¢ Kegistan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Mentersi
Pertahanan sertas kegiatan yang menyangkut keamanan dan kelertiban
masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisiz.. Megara Pepublik
Indonasia;

4 Kegiatan bersifat rahasia untuk kepentingan intelljen dan/atau
periindungan saksi sesuai dengan tugas yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan; atau

e Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dz jat
dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu}
pabrikan, 1 (satu) pemegang hak patan, atau pihak yang telah mendapat
min dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang
pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah.

(Si¥rterz Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khususflasa Lainnya vang
bersifat  khusus yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

2. Barang/lasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;

b. Pekerzan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem
konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan
bangunan yang secara  keseluruhan tdak dapat direncanakan/
dipahitungkan's.ebelumnva { unforeseen condition);

c. Barang/Pekeriaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks yang
hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan
hanya ada 1 (satu) Penyedia yang mampu;

d. Barang/Jasa yang sudah terdatfar di E- Catalog LKPP;

2. Sewa penginapan/hotelfruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat
diakses oleh masyarakat;

f. Lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau
tertutup lainnya dengan ketentuan dan tate cara pembayaran serts
penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan; atau
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3. Pekerjaan pengadaan Prasarana, Sarana, dan Utllitas Umum di fingkungan
perumahian bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilaksanakan
oteh pengembang/developer yang bersangkutan.

Baglan Kelima
Pelaksanaan E-purchasing
Pasal 29

dilaksanakan melaly aplikasi E-Purchasing pada SPSE yang

@ke=mbangkan dan dikelola oleh LKPP;

(3 PPYJPejabat  yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi yang belum
mendapatkan kode akses (user ID dan password) aplikasi SPSE harus
melakukan pendaftaran sebagal pengguna SPSE untuk mendapatkan user id
dan password SPSE;

13 Pe/Peizbat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi menetapkan nama
Sarang/Jasa, spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa
Sarus berdasarkan pada Katalog Elektronik yang ditayangkan di Portal
Pengadaan Nasional;

& Py Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi menyampaikan surat
yang berisikan nama Barang/Jasa, spesifikasi teknis, HPS, dan rancangan
perianjian pembellan Barang/Jasa kepada Pejabat Pemesan;

%) Pejabat Pemesan membuat paket pembelian Barang/Jasa melalui aplikasi E-
Surchasing, berdasarkan informasi yang diberikan oleh PPK/Pejabat yang
deetapkan oleh Pimpinan Institusi dan data Barang/Jasa yang terdapat pada
sstem E-Katalog sebagaimana tercantum pada portal pengadaan nasional;

&) Pejsbat Pemesan mengirimkan permintaan pembelian Barang/Jasa kepada
penvedia Barang/lasa yang terdaftar pada sistem E-Catalogue melalul
aplikasi E-Purchasing;

(7} Peryedia Barang/)asa memberikan persetujuan atas permintaan pembefian
2arang/Jasa melalul aplikasi E-Purchasing.

e iy




5. Pekeraan pengadaan Prasarana, Sarana, den Utlitas Umum di lingkungan
perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilaksanakan
cleh pengembang/developer yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan E-purchasing
Pasal 29

(1) E-Purchasing dilaksanakan melalul aplikasi E-Pirchasing pada SPSE yang
dikembangkan dan dikelola oleh LKPP;

(2) PPK/Pejabat  yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi yang belum
mendapatkan kode akses (user ID dan password) aplikasi SPSE harus
melakukan pendaftaran sebagai pencguna SPSE untuk mendapatkan user id
dan password SPSE;

(1) PP /Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi menetapkan nama
Barang/Jasa, spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendirl (HPS) Barang/Jasa
narus berdasarkan pada Katalog Elektronik yang ditayangkan di Portal
Pengadzan Nasional;

(4) PP/ Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi menyampaikan surat
vana berisikan nama Barang/Jasa, spesifikasi teknis, HPS, dan rancangan
perianjian pembelian Barang/Jasa kepada Pejabat Pemesan;

(5} Pejabat Pemesan membuat paket pembelian Barang/Jasa melalui aplikasi E-
Purchasing, berdasarkan informasi yang diberikan oleh PPK/Pejabat yang
ditetapkan oleh Pimpinan Institusi dan data Barang/Jasa yang terdapat pada
sistem E-Katalog sebagaimana tercantum pada portal pengadaan nasional;

_ (6) Pejabat Pemesan mengirimkan permintaan pembelian Barang/Jasa kepada
Penyedia Barang/lasa yang terdaftar pada sistemn E-Catalogue melalui
aplikasi E-Purchasing;

(7) Penyedia Barang/Jasa memberikan persetujuan atas permintaan pembelian
Barang/Jasa melalul aplikasi E-Purchasing.
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Baglan Keenam
Pelaksanaan E-lelang Cepat dan E-seleksi Cepat
Pasal 3D

: uan E-Lelang Cepat dan E-Seleksi Cepat :

& Pemanfaatan Informasi Kinerja Penvedia Barang/Jasa .IKaP) yang tidak
memeriukan penilaian kualifikasi, administrasi, dan teknis;

= Informasi Minerja Penyedia Barang/Jasa (SIKaP) bersumber dari input
@ata yang dilakukan oleh Penyedia, Pokja ULP/PP, PPK, LPSE, LKPP atau
masil penarikan data dari SPSE atau sistem lain yang terkoneks ;

& Verfikas! Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa (SIKaP) dilakukan oleh
Pokia ULP/PP, PPK, LPSE, LKPP atau hasil penarikan data dari SPSE atau
sistem lain yang terkoneksi ;

& Ketentuan leblh lanjut terkait Informasi Kinerja Penyedia Barang/lasa
(SI¥aP) diatur dalam Panduan Penggunaan,

{2} Membuat Paket dan Pendaftaran
2 Pokja ULP membuat paket dalam aplikasl SPSE lengkap dengan informasi

paket dan sistem pengadaan berdasarkan informasi yang diberikan
Pengguna Anggaran (PAj/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/PPK maupun
keputusan internal Pokja ULP;

0. Pokia ULP menyusun jacdwal pelaksanaan pemilihan berdasarkan hari
kalender, dengan waktu proses pemilihan paling cepat 3 (tiga) hari
dengan batas akhir pemasukan penawaran pada harl € - jam kerja;

c. Pokia ULP dapat melakukan perubahan jadwal tahap pemiiihan dan wajib
mengisi alasan perubahan yang dapat dipertanggungjawabkan;

- d. Penyusunan dokumen pengadaan secara elektronik dilakukan dengan

cara:
a. Dokumen pengadaan dibuat oleh Pokja ULP mengikuti stancar
dokumen pengadsan secara elektronik yang melekat pada aplikas!
SPSE dan diunggah (upload)pads aplikasi SPSE: atau
b. Dokumen pengadaan dibuat oleh Pokja ULP menggunakan form jsian
elektronik dokumen pengadaan yang melekat pada aplikasi SPSE,
. Pemyusunan dckumen pengadaan disesuaikan dengan syarat dan
ketentuan penggunaan aplikasi SPSE dan/atau panduan penggunaan
aplikasi SPSE (user guide).;
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(Iuncangan :

2 Pokja ULP menyusun kriteria kualifikasl dan/atau: kineda Penvedia
Darang/jasa yang tersedia pada aplikasi SPSE atau SIKaP;

5. Pokia ULP mengundang Penyedia barangfjasa melalui aplikasi SPSE
terhadap Penyedia barang/jasayang memenuhi  kriteria  kualifikasi
dan/atau kinerja Penyedia barang/jasa yang telah disusun dan telah
memberikan persetujuan atas kriteria keikutsertaan;

¢ Apabila diperiukan Pokja ULP dapat melakukan pemberian penjelasan
setelah undangan dikinmkan sampai dengan sebelum batas akhir
pemasukan penawaran;

o. Proses pemberian penjelasan dilakukan secara onfine tanpa tatap muka
melalu: aplikasi SPSE.

(4 Pemasukan Penawaran ;

a2 Penvedia barang/jasa menyampaikan penawaran harga melzlul fitur
penyampaian penawaran pada apliasi SPSE atau Apendo/Spemicodok;

5. Penawaran harga disampaikan dalam file penawaran terenkripsi;

¢ Surat/Form penawaran harga yang diunggah (upload) /disampaikan ke
dalam aplikasi SPSE dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan telah
ditandatangani secara elektronik oleh pemimpin/direktur perusahaan atau
xepala cabang perusahazn yang diangkat oleh kantor pusat vang
dibuktikan dengan dokumen otentlk atau pejabat yang menurut perjanjian
kerfasama adalah yang berhak mewakill perusahaan yang bekerjasama;

4. Pokia ULP dapat memperpanjang batas akhir jadwal pemasukkan
senawaran dalam hal setelsh batas akhir pemasukan penawaran tidak
ada peserta yang memasukkan penawaran;

e Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada hurf d
dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir pemasukan
penawaran.

{5) Pembukaan Penawaran ;

a. Pada tahap pembukaan penawaran harga, Pokja ULP mengunduh
(download)dan melakukan dekrips! fife penawaran dengan menggunakan
Apendn/Spamkodok; '

0. Aplixasi SPSE melakukan evaluasi terhadap penawaran harga;

c. Dalam hal aplikasi SPSE belum mengakomodir proses evaluasi, maka
Harga penawaran dan hasil koreksi aritmatik dimasukkan pada fasilitas
yang tersedia pada aplikasi SPSE;
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5 Terhadap file penawaran harga terenkripsi yang tidak dapat dibuka yang

disampaikan kepada LPSE atau LKPP, maka LPSE atau LKPP akan
memberikan keterangan kondisi file penawaran kepada Pokja LLF;
Berdacarkan keterangan dari LPSE/LKPP apablla fife penawaran ticlak
dapat dibuka maka Pokja ULP dapat menetapkan bahwa file penawaran
rersehut tidak memenuhi syarat sebagal penawaran dan Penyedia
harang/izsa yang mengirimkan file penawaran tersebut diznggap tidak
memasukkan penawaran.

{&) Pengumuman 1

- 8

penyediz  barang/jasa  dengan penawaran  terendah merupakan
pemenang;

5. Penyedia barang/jasa dengan penawaran terendah kedua dan seterusnya

25

merupakan Pemenang Cadangan;
Pokja ULP mengumumkan Pemenang dan Pemenang Cadangan melalui
aplikasi SPSE dengan format dan isl yang tersedia pada aplikasi SPSE.

(7 Verifikasi Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa :

a.

Pokija ULP tidak perlu melakukan verifikasi kepada Pemenang atas data
kualifikasi dan/atau kinerja Penyedia barang/jasa yang dipersyaratkan
apabila telah terverifikasi di dalam SIKaF;

Apabila Data Kualifikasi dan/atau kinerja Pemenang yang dipersyaratkan
belum terverifikast di datam SIkaP, Pokja ULP melakukan verifikasl kepada
Pemenang terhadap data kualifikasl dan/atau kinerja Penyedia
barang/jasa yang dipersyaratkan;

Apabilz Pemenang tidak lulus verifikasi dikarenakan menyampaikan data
kualifikasi . dan/atau kinerja Penyedia barang/jasa yang dipersyaratkan
dengan tidak benar maka Penyedia barang/jasa yand bersangkutan
dibatalkan sebagai Pemenand;

. Apabila Pemenang tidak hadir verifikasl dengan alagan yang tidak dapat

dipertanggungiawabkan pada proses verifikasi sebagaimana dimaksud
pada huruf a) maka Penyedia barang/jasa yang bersangkutan dianggap
mengundurkan diri dan dibatalkan sebagai Pemenang;

Apatila Pemenang tidak lulus verifikasi Pokja ULP melakukan verifikasi
kepada Pemenang Cadangan pertama, apabila Peinenang Cadangan
Pertama tidak lulus verifixasi maka Pokja ULP:

1. Melakukan verifikasi kepada Pemenang cadangan berikutnys sesual

dengan urutan;
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f.

1. Proses verifikasi terhadap Pemenang Cadangan berikutnya sama
dengan proses verifikasi kepada Pemenang;
Pemenang/Pemenang Cadangan yang lulus verifikasi menjadi Pemenang

8 Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBRI):

a.

b.

€L

Faling lambat 1 (satu) hari kerja setelah masa sanggah berakhir dan tidak
ada sanggahan;

Segera setelah sanggahan dijawab dan sanggahan dinyatakan tidak
benar;

Faling lambat 2 (dua) hari kerja setelal Pokja ULP menyampaikan Berita
Acara Hasll Selekst (BAHS) kepada PPK untuk jasa konsultansi e

PP membuat dan mencatak SPPEI melalul aplikasi SPSE;

PPK. menandatangani SPPB) yang telah dibuat dan dicetak malalui aplikasi
SPSE;

FPK mengirimkan hasil pemindaian SPPB] melalui aplikasi SPSE kepada
Penyedia barang/jasa yang ditunjuk;

Calam hal aplikasi SPSE belum dapat mengakomodir pembuatan SPPE]
maka PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPEI)
di luar aplikasi SPSE (offfine), menginputkan informasi dan mengunggah
(Lpioad) hasil pemindaian SPPB) pada aplikasi SPSE;

FPK membuat dan mencetak kontrak melalui apiikasi SPSE;

PPE. menandatangani kontrak yang telsh dibuat dan dicetak melalyi
aplikasi SPSE;

Pemenang pemilihan melakukan penandatanganan kontrak dengan PPK di
luar aplikasi SPSE;

Dalam hal aplikasi SPSE belum dapat mengakomodir pembuatan Kontrak
maka PPK membuat dan mencetak Kontrak di luar aplikasi SPSE (offfine)
dan PPK memasukkan informasi dan mengunggah (upbad) hasil
pemindaian (scan) dokumen kontrak pada aplikas) SPSE;

Apabila Penyedia barangfjasa melakukan pelanggaran  terhadap
persyarstan dan ketentuan penggunaan SPSE, pelanggaran terhadap
peraturan perundangundangan berlaku, atau masuk ke dalam daftar
hitam maka LPSE atau Pengelola Agregasi Data Penyedia dapat
menonaktifkan kode akses Pengguna SPSE:

-




m. Dalam hal Penyedia barang/jasa teiah ditetapkan ke dalam daftar hitam,
maka LPSE atau Pengelola Agregasi Data Penyedia dapat memasukkan

Penyadia barang/jasa ke dalam menu daftar hitam di dalam aplikasi SPSE.

BAS VI
PEMBAYARAN PELAKSANAAN PENGADAAN
Pembayaran
Pasal 31

cara pembayaran dan bukti pembayaran disesualkan dengan Peraturan
: Bekasi tentang Penatausahaan Keuangan Dagrah, dengan memperhatikan
e=s=larasan dan konsolidasi atas peraturan pengadaan barang/jasa ini.

BAB X1
PERTANGGUNGIAWABAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu

Pengguna Angqgaran/Kuasa Pengguna Angge n
Pasal 32

L PASKPA Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengadaan
barang/jasa kepada Bupati dengan tembusan kepada APIP (Inspektorat);

L1 PAJKPA Mengawasi penyvimpanan dan pemeliharaan seluruh  Dokumen

Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Kedua
Pejabat Pembuat Komitmen
Fasal 33

(1)PPK melaporkan pefaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada
PA/KPA;

12)PPK menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/lasa kepada PA/KPA
dengan Berita Acara Penyerahan;

(31 PP melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan
hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PAJKPA;

{4} PPK Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa.

AT



Bagian Ketiga

Pejabat Pengadaan
Pasal 34

& Pejabat Pengadaan menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan dokumen
pemilihan penyedia Barang/ Jasa kepada PPK;
5 Pejabat Pengadaan menyershkan dokumen asli pemilihan  Penyedia

Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- Pejabat Pengadaan membuat laporan mengenal proses pengadaan.

Bagian Keempat
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
Pasal 35

(1)PPHP melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa
sesual dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
(2] PPHP menerima hasil pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/

pengujian;
(I)PPHP membust dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasii
Pakerjaan.
BAB X
Daftar Hitam
Pasal 36

PA/KPA berwenang menetapkan atau menolak sanksi pencantuman daftar hitam
_ kepada penyedia barang/jasa melalui surat keputusan penetapan sesuai dengan
Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang daftar hitam dalam

pengadaan barang/iasa. (Format terlampir);

Pasal 37

Lampiran petunjuk teknis pengadaan barangfjasa di lingkungan Pernerintah
Kabupaten Bekasl merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
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BAB XI
Pasal 38

saat berlakunya Peraturan Bupati ire, maka Peraturan Bupatl Bekasi Nomor
 Tanun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan
—erintah Kabupaten Bekasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
ger sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 29 Desember 2015
¥ BUPATI BEKASI £
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